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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) 

PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 (STUDY PADA 

BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO) 

Oleh: 

NADIA PERMATASARI 

 
Pada konsep pembiayaan diperbankan, bank dapat memberikan pembiayaan 

kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerjasama 

pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada juga 

pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah tersebut 

sebelumnya masih memiliki tanggungan dibank lain, terutama yang berasal dari bank 

konvensional dan pembiayaan tersebut yang dimaksud dengan pembiayaan take over, 

istilah take over dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan. Transaksi take over 

yaitu pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah yang telah diatur 

dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan 

hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kesesuaian akad take over gadai emas 

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut Fatwa DSN MUI No 31/DSN-

MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research). Sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti mendapatkannya melalui 

wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan karyawan Bank 

Syariah Mandiri KC Metro bagian Pawning Office (Pegawai Gadai) dan 2 nasabah. 

Terkait dengan analisa data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif.  

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara bahwa di Bank Syariah 

Mandiri KC Metro telah menerapkan pembiayaan take over gadai emas bagi nasabah. 

Salah satu pendorong masyarakat melakukan take over (pengalihan hutang) yaitu 

mengalihkan dana atau transaksi non syariah ke transaksi syariah dan membantu nasabah 

untuk terhindar dari riba dan suku bunga. Penerapan multi akad yang ada di Bank 

Syariah Mandiri KC Metro dalam hal penerapan akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN 

MUI Alternatif III yaitu dengan penggunaan akad qardh dan akad ijarah. Tetapi di dalam 

pelaksanaan akad-akad tersebut Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam hal 

penandatanganan akad masih belum terpisah dan dalam penentuan biaya ujrah masih 

berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa implementasi multi akad dalam 

pembiayaan take over gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KC Metro belum sesuai 

dengan prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI N0. 31/DSN-

MUI/VI/2002. Karena pelaksanaan akad-akad tersebut Bank Syariah Mandiri KC Metro 

dalam hal penandatanganan akad masih belum terpisah dan dalam penentuan biaya ujrah 

masih berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran.Sedangkan didalam 

Fatwa DSN MUI tentang Pengalihan Hutang dijelaskan bahwa akad ijarah harus terpisah 

dari pemberian talangan (al-Qardh) dan penentuan biaya ujrah tidak boleh didasarkan 

pada jumlah talangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. 

Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi 

masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang 

kuliah, dan pembayaran lainnya.
1
 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2
 

Bank syariah memiliki kegiatan pembiayaan atau penyalurkan dana. 

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat 

                                                             
1Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 24. 
2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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yang membutuhkan dana untuk menggunakan dana yang telah dihimpun oleh 

bank syariah dari masyarakat yang surplus (kelebihan) dana.
3
 

Produk perbankan syariah ada beberapa atau sebagian produk yang 

mengandung beberapa akad. Akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan, di 

dalam suatu transaksi inilah disebut Multi Akad (Hybrid Contract). Multi Akad 

(Hybrid Contract) adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu 

transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat serta semua 

hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan dan tidak dapat 

dipisahkan.
4
 

Praktik Multi Akad (Hybrid Contract) dilakukan dalam perbankan 

syariah atau lembaga keuangan lainnya, karena kebutuhan dimana satu sisi bank 

sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat yang surplus 

(kelebihan) modal menerima amanah dari nasabah. Di sisi lain bank syariah tidak 

dibolehkan menerapkan praktek riba sebagaimana yang berlaku di bank 

konvensional. Penerapan Multi Akad (Hybrid Contract) merupakan kebutuhan 

yang tidak dapat dihindari dan penerapannya didukung oleh prinsip muamalah 

yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan an-nash.
5
 

Pada konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan 

pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, 

                                                             
3Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 105. 
4Harun, “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh” Vol. 30, No. 2 (November 2018), 179. 
5Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur 

Pembebanan Dan Eksekusi) (Depok: Kencana, 2017), 24. 
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investasi maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam 

kerjasama modal kerja. Ada juga pembiayaan yang diberikan bank syariah 

dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank 

lain, terutama yang berasal dari bank konvensional dan pembiayaan ini lah yang 

disebut dengan pembiayaan take over, istilah take over dalam ekonomi 

mempunyai arti pengambil alihan. Take over merupakan salah satu bentuk jasa 

pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk 

mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang 

sesuai dengan syariah.
6
 

Transaksi take over yaitu pengalihan pembiayaan dari bank 

konvensional ke bank syariah yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Di Fatwa DSN 

tentang pengalihan hutang ini disebutkan empat alternatif akad yang bisa 

digunakan, berikut ketentuan akadnya: 

 Alternatif I, Lembaga Keuangan Syariah memberikan qardh kepada 

nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan 

demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara 

penuh.
 
Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada Lembaga Keuangan 

Syariah dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada 

Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah menjual secara 

                                                             
6Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), 248. 
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murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan 

pembayaran cicilan.  

Alternatif II, Lembaga Keuangan Syariah membeli sebagian aset 

nasabah, dengan izin Lembaga Keuangan Konvensional sehingga dengan 

demikian, terjadilah syirkah al-milk antara Lembaga Keuangan Syariah dan 

nasabah terhadap aset tersebut. Bagian aset yang dibeli oleh Lembaga Keuangan 

Syariah adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah 

kepada Lembaga Keuangan Konvensional. Kemudian Lembaga Keuangan 

Syariah menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut 

kepada nasabah, dengan pembiayaan cicilan. 

Alternatif III, Dalam pengurusan penuh untuk memperoleh kepemilikan 

penuh atas asset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan Lembaga 

Keuangan Syariah. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah dapat 

membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh. 

Akad ijarah tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian 

talangan. Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan 

yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah. 

Alternaftf IV, Lembaga Keuangan Syariah memberikan qardh kepada 

nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan 

demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara 

penuh. Nasabah menjual aset kepada Lembaga Keuangan Syariah dan dengan 

hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada Lembaga Keuangan 
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Syariah. Lembaga Keuangan Syariah menyewakan aset yang telah menjadi 

miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad al-ijarah al muntahiyah bi al-

tamlik.
7
 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro adalah lembaga perbankan 

yang sudah melakukan pembiayaan pengalihan hutang (take over) yaitu pada 

pembiayaan konsumtif seperti take over pembiayaan kepemilikan rumah, take 

over pembiayaan kendaraan bermotor, take over pembiayaan biaya sekolah dan 

take over gadai emas. Peneliti dalam penelitian ini fokus ke pembiayaan take over 

gadai emas. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro saat ini menggunakan 

alternatif ke-3 (tiga) untuk melakukan pengalihan hutang pada pembiayaan gadai  

emas. Akad ini secara teori tidak menjadi persoalan karena diperbolehkan oleh 

MUI. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro melakukan take over atas 

permintaan nasabah. 

Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Metro memiliki produk yang 

mengandung multi akad, dengan produk yang mengandung multi akad tersebut, 

penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan multi akad take over gadai emas 

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Hadis Nabi secara jelas 

menyatakan bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad yang terdapat dua 

akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. 

Rasulullah Bersabda: 

                                                             
7Ichwan Sam et al., Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI) 

(Jakarta: Erlangga, 2014), 176. 
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Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. 

ُْعتٍَ  ٍِ فٍِ بَ ُْ َ ُْعتَ ٍْ بَ ُْهِ وَسَهَّىَ ََهًَ عَ ٌَّ انَُّبٍِ صَهًَّ اللهُ عَهَ  أَ

“Bahwa Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi 

dalam satu transaksi jual beli.”[Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu 

Hibban].
8
 

 

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang melakukan dua 

transaksi dalam satu transaksi jual beli.
9
 Dengan adanya hadist tersebut maka 

timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan 

multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.  

Prakteknya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro penerapan 

multi akad pada pembiayaan take over gadai emas menggunakan akad Qard wal 

Ijarah. Hasil wawancara kepada Ibu Risnawati selaku Pawning Staff dalam hal 

mekanisme pembiayaan take over gadai emas yaitu nasabah datang ke BSM 

Metro dengan membawa Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dari penggadaian 

sebelumnya. Kemudian Surat Gadai Emas (SBGE) tersebut diperiksa dengan 

melihat deskripsi agunan, tanggal jatuh tempo dan besar biaya yang harus dibayar 

untuk melunasinya. Setelah itu petugas gadai akan menghitung besar taksiran dan 

pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah. Kemudian petugas gadai 

menginformasikan bahwa hasil perhitungan pembiayaan bersifat sementara atau 

dapat berubah sesuai dengan taksiran pada saat emas telah dikuasai Bank. Setelah 

                                                             
8 Al Allamah Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulughul Marom (Surabaya: Imarotullah, tt), 

142 
9Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkbah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh 

Muamalah” Vol. 15, no. 2 (July 2016), 181. 
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setuju nasabah menandatangani surat pernyataan diatas materai. Setelah itu 

pegawai gadai membuat memo pengajuan dana talangan ke Branch Operation & 

Service Manager (BOSM). Kemudian pegawai gadai akan melunasi hutang 

nasabah ke penggadaian sebelumnya. Setelah selesai pelunasan hutang 

menggunakan dana talangan (Qardh) dan agunan telah diterima oleh bank 

kemudian bank melakukan penaksiran kembali apakah taksiran sebelumnya sudah 

sesuai dengan barang agunan. Jika hasil taksiran emas lebih rendah dibandingkan 

taksiran sebelumnya diawal pengajuan, maka nasabah harus menyetorkan dana 

sebesar selisih kekurangan. Kemudian bank menyimpan agunan tersebut, dari 

penyimpanan agunan tersebut bank mendapatkan sewa/ujrah. Nasabah harus 

membayar ujrah/sewa atas pemeliharaan dan penitipan barang agunan yaitu 

dengan menggunakan akad Ijarah.
 
 

Hasil wawancara kepada Ibu Windi seorang ibu rumah tangga nasabah 

pembiayaan take over gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro, 

pembiayaan yang didapatkan oleh Ibu Windi digunakan untuk kebutuhan hidup 

sehari-hari. Saat ditanya terkait biaya ujrah pembiayaan gadai emas dan proses 

perjanjian. Beliau menjawab tidak memahami tentang perhitungan ujrah yang 

dilaksanakan, yang beliau fahami bahwa pelaksanaan pembiayaan rahn emas sebatas 

pelaksanaan pinjaman dengan tarif ujrah yang lebih ringan dari pegadaian konvensional 

yang lainnya. Kemudian untuk proses perjanjian, saat pengajuan take over beliau 
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menandatangani surat pernyataan take over dan setelah emas di terima bank 

beliau menandatangani surat bukti gadai emas.
10

 

Menurut Ibu Nur Aisah seorang Wiraswasta salah satu nasabah 

pembiayaan take over gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro. Beliau 

mengatakan bahwa pengambilan ujrah pembiayaan gadai diambil berdasarkan 

talangan yang diberikan Bank untuk melunasi hutangnya dipegadaian 

sebelumnya. Terkait dengan perjanjian beliau mengatakan bahwa menyetujui 

surat pernyataan take over dan menandatangani surat bukti gadai emas setelah 

emas diserahkan ke bank.
11

 

Prakteknya dalam hal penandatanganan akad masih belum terpisah. 

Kemudian dalam hal biaya ijarah/ujrah yang diterima bank, biaya tersebut didapat 

dari besarnya pembiayaan dengan prosentase biaya ijarah. Biaya pemeliharaan ini 

dapat dibayar diawal atau di akhir pada saat pelunasan.
12

  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan pengkajian lebih lanjut tentang “Implementasi Multi Akad 

Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No 31/DSN-

MUI/VI/2002 (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro)”. 

 

 

                                                             
   10Hasil wawancara dengan Ibu Windi nasabah gadai emas, pada tanggal 23 Juni 2020. 

   11Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aisah nasabah gadai emas, pada tanggal 24 Juni 2020 
12Wawancara dengan Ibu Risnawati Selaku Karyawan di Bank Syariah Mandiri KC Metro, 

pada tanggal 20 Juni 2019 



9 
 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka yang menjadi pokok pertanyaan dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad take over gadai emas di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut Fatwa DSN MUI No 

31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang? 

2. Bagaimana pengambilan biaya ujrah dalam pembiayaan take over gadai emas 

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut Fatwa DSN MUI No 

31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui  kesesuaian akad dan 

pengambilan biaya ujrah pada pembiayaan take over gadai emas di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut Fatwa DSN MUI No 

31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan wawasan dan pengembangan keilmuan tentang 

Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif 

Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 yang ada di Bank Syariah 

Mandiri KC Metro dan produk multi akad yang seperti apa yang di 
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perbolehkan syariah serta menambah pengetahuan bagi peneliti 

khususnya dan masyarakat umumnya. 

b. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memperbaiki 

penerapan pengembangan pembiayaan take over yang diberikan kepada 

nasabah. Serta dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya dan dapat 

dijadikan bahan referensi penelitian yang relevan. 

D. Penelitian Relevan 

1. Harfi Dwi Zulita (NPM.1451020210) mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Analisis 

Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-

MUI”. Hasil Penelitian Akad pembiayaan pengalihan hutang (take over) yang 

diterapkan oleh Bank BRISyariah KCP Pringsewu sudah sesuai dengan fatwa 

DSN-MUI No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada alternatif 1. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai 

take over menurut Fatwa DSN MUI. Sedangkan perbedaan terletak pada 

fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada implementasi multi 

akad dalam pembiayaan take over gadai emas dan menganalisis apakah 
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produk yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip 

syariah atau sebaliknya.
13

 

2. Kiki Sucianingrum (NPM.141266110) Mahasiswa Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Metro Jurusan S1 Perbankan Syariah yang berjudul 

“Implementasi Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over Pada PT. Bri 

Syariah, Tbk. KCP. Metro Perspektif Fatwa Dsn Mui N0. 31/Dsn-

Mui/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang”. Hasil penelitian relevansi 

pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan take over sudah sesuai dengan 

Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang 

khususnya alternatif pertama, yaitu dengan pemberian qardh sebagai dana 

kebajikan untuk menyelesaikan kredit nasabah di bank konvensional. Setelah 

itu nasabah melakukan akad murabahah dengan pihak BRI Syariah. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama 

membahas tentang multi akad dalam pembiayaan take over. Sedangkan 

perbedaan terletak pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus 

kepada implementasi multi akad dalam pembiayaan take over gadai emas dan 

menganalisis apakah produk yang menggunakan multi akad dapat dipandang 

memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.
14

 

                                                             
13Harfi Dwi Zulita, Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut 

Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRISyariah KCP Pringsewu) (Lampung: UIN Raden Intan 

Lampung, 2018). 
14Kiki Sucianingrum, Implementasi Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over Pada Pt. Bri 

Syariah, Tbk. KCP. Metro Perspektif Fatwa DSN MUI N0. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan 

Hutang (Metro Lampung: IAIN Metro, 2018). 
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3. Fifi Wulandari (NPM. 210215126) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Yang Berjudul 

“Implementasi Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang 

Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over Di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun” Hasil Penelitian, akad pertama yang dipraktikkan di BRI 

Syariah KC Madiun menggunakan akad qard untuk tujuan penggunaan 

pembiayaan take over sudah terimplementasi 100% sesuai dengan fatwa DSN 

MUI. Akan tetapi, akad kedua yang menggunakan akad murabahah baru 

terimplementasi 50% karena dalam fatwa DSN MUI tidak ada tambahan 

pembiayaan murabahah lain yang  harus dibarengkan dengan akad 

murabahah lanjutan untuk pembiayaan take over, sedangkan di BRI Syariah 

KC Madiun semua akad murabahah lanjutan untuk pembiayaan take over 

harus dibarengkan dengan pembiayaan murabahah lainnya. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas 

mengenai take over menurut Fatwa DSN MUI. Sedangkan perbedaan terletak 

pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada implementasi 

multi akad dalam pembiayaan take over gadai emas dan menganalisis apakah 

produk yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip 

syariah atau sebaliknya.
15

 

                                                             
15Fifi Wulandari, Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang 

Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over Di Bri Syariah Kantor Cabang Madiun 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over 

1. Pengertian Multi Akad (Hybrid Contract) 

Multi akad atau hybrid contract (bahasa inggris) atau al-aqd al-

murakkabah (bahasa arab) merupakan kebutuhan mendasar dalam praktik 

perbankan syariah. Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan 

terjemahan dari kata Arab yaitu al-uqud al-murakkabah yang berarti akad 

ganda (rangkap). Kata Al-uqud al-murakkabah secara etimologi artinya 

mengokohkan, mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi berarti 

mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya 

kewajiban. 

Menurut Nazih Hammad multi akad adalah dua pihak bersepakat 

untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual 

beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara‟ah, sharf, 

syirkah, mudharabah dsb sehingga semua akibat hukum akad-akad yang 

terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya 

dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, 

sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.
1
 

                                                             
1Abdulahanaa, Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) (Jakarta: Pustaka 

Nurul Ilmi, 2014), 48. 
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Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa transaksi multi akad, 

yaitu: 1) transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam 

transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih, 3) beragam akad 

yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh 

akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu. 

2. Macam-Macam Multi Akad (Hybrid Contract) 

Multi akad terbagi menjadi empat macam yaitu: 

1) Multi akad (hybrid contract) yang mukhtakifah (bercampur) yang 

memunculkan nama baru seperti bai‟, istiglal, bai‟ tawarruq, musyarakah 

mutanaqisah dan bai‟ wafa‟. 

2) Multi akad (hybrid contract) yang mujtami‟ah/mukhtalitah dengan nama 

akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama seperti sewa beli (bai‟ 

at-takjiry), lease and purchase. Contoh lain adalah mudharabah 

musytarakah pada life insurance dan deposito bank syariah. Contoh 

lainnya adalah menggabungkan wadiah dan mudharabah pada giro yang 

biasa disebut Tabungan Giro Automatic Transfer Mudharabah dan 

Wadiah. Nasabah mempunyai dua rekening yakni tabungan dan giro. 

Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening 

membutuhkan. 

3) Multi akad (hybrid contract) yang akad-akadnya tidak bercampur dan 

tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasar-dasarnya tetap 

ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya pada 



15 
 

 

akad pembiayaan take over pada alternatif 1 dan 4 Fatwa DSN MUI No. 

31/2002. 

4) Multi akad (hybrid contract) yang mutanaqidah (akad-akad berlawanan). 

Bentuk dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli 

dan pinjaman (bay‟ wa salaf). Contoh lain menggabungkan qardh wal 

ijarah dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) 

syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Contoh lainnya yaitu 

menggabungkan qardh dengan janji hadiah.
2
 

3. Macam-Macam Akad yang terdapat di Fatwa DSN MUI 

1) Al-Qardh 

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: qaradha yang 

sinonimnya: qatha‟a artinya memotong. Di artikan demikian karena orang 

yang memberikan utang memotong sebagian dari harganya untuk 

diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).
3
 

2) Murabahah 

Kata Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu 

 yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Menurut istilah (انسِبْحُ )

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pengertian lain Murabahah 

adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan 

                                                             
2Abdulahanaa, 49. 
3Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), 272. 
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dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Pembayaran atas akad jual beli Murabahah dapat dilakukan secara tunai 

maupun kredit. Hal inilah yang membedakan Murabahah dengan jual beli 

lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga 

barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.
4
 

3) Syirkah Al-Milk 

Syirkah Al Milk merupakan kepemilikan bersama dan 

keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh 

kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (asset) tanpa 

telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi.  

a) Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun 

para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka 

syirkah Al Milk tersebut bersifat ikhtiari (sukarela/voluntary).  

b) Apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa 

harus memilikinya bersama, maka syirkah Al Milk tersebut bersifat 

jabari (tidak sukarela/involuntary atau terpaksa).  

4) Ijarah 

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari 

kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut 

pengertian syara‟ ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang 

                                                             
4Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 101. 
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atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa 

disertai dengan perpindahan hak milik.
5
 

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 

sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, 

tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada 

penyewa.
6
 

5) Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank 

Indonesia akad ijarah muntahiya bittamlik adalah akad penyediaan dana 

dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau 

jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan 

barang. Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah sejenis perpaduan antara 

kontrak jual beli dan sewa lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat permindahan kepemilikan 

ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.  

 

 

                                                             
5Rachmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 121. 
6Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah   
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4. Landasan Hukum Multi Akad (Hybrid Contract) 

Ada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara 

umum. Pertama firman Allah dalam Al-Qur‟an yaitu: 

1) Al-Qur‟an 

a) Q.S Al-Maidah Ayat 1 

َْعبَوِ إلََِّّ يَب َبَ اََُّهَب  تُ اْلأَ ًَ ُْ ٍَ آيَُىُْا أوَْفىُْا ببِنْعقُىُْدِ,احُِهتَْ نَكُىْ بهَِ َْ انَّرِ

َْدُ  ٌَّ اللهَ ََحْكُىُ يَب َسُِ َْتىُْ حُسُوٌ, إِ ُْدِ وَأَ ُْسَ يُحِهًِّ انصَّ كُىْ غَ ُْ  َتُْهًَ عَهَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”.
7
 

 

 Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar 

orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara 

prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin 

wajib memenuhi akad itu. 

b) Q.S An-Nisa Ayat 29  

 ٌْ َ اَ َُُْكُىْ ببِنْبَطِمِ الََِّّ ٍَ آيََُىُا لََّ تأَْ كُهىُا أيَْىَانكَُىْ بَ َْ َبَ اََُّهَب انَّرِ

ٌَّ اللهَ  َْفسَُكُىْ  إِ كُىْ, وَلََّ تقَْتهُىُا أَ ُْ ٍْ تسََاضٍ يِّ ٌَ تِجَبزَةً عَ تكَُىْ

ب ًَ ُْ ٌَ بِكُىْ زَحِ  كَب

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

                                                             
7Tim Penyusun, Al-Qur‟an Penerjemah dan Tajwid (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2015), 106. 
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jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.
8
 

 
 Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan 

disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan 

memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah 

boleh. 

2) Hadist 

Hadist Nabi secara jelas menyatakan bentuk multi akad yang 

dilarang, yaitu multi akad yang menggunakan dua akad jual beli dalam 

satu akad jual beli. Rasulullah Bersabda: 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah 

Radhiyallahu anhu. 

ُْهِ وَسَهَّىَ  ٌَّ انَُّبٍِ صَهًَّ اللهُ عَهَ ُْعتٍَ أَ ٍِ فٍِ بَ ُْ َ ُْعتَ ٍْ بَ ََهًَ عَ  

Artinya: “Bahwa Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam melarang 

melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini 

dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].
9
 

 

3) Ijma 

عبَيَهتَِ  ًُ هِبالَْأصَْمُ فٍِ ان ًِ َْ ُْمٌ عَهًَ تحَْسِ ٌْ َدَلَُّ دنَِ الَِإببَحَتُ الََِّّ اَ  

Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya.”
10

 

                                                             
8Penyusun, 83. 
9 Al Allamah Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulughul Marom (Surabaya: Imarotullah, tt) 

142 
10Abdulahanaa,  Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract), 69. 
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Dalam kaidah dijelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan 

transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 

kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, 

kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan 

kemudaratan, tipuan, judi dan riba. 

5. Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) 

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) 

menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan 

menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi 

lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transkasi 

keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak 

(akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan 

beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid contract 

(Inggris) atau multi akad (Indonesia). Persoalan hybrid contract berkembang 

dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi 

akad (two in one).  

Adapun mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat 

terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah 

multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. 

Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan 

dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama 
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Malikiyah, ulama Syafi‟iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum 

multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang 

membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, 

tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang 

mengharamkan atau membatalkannya. 

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan 

penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan 

bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah 

dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya 

dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan 

seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. 

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad 

merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan 

selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum 

asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan 

dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. 

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode 

muqâranah dan tarjîh bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan 

perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini 

didasarkan atas beberapa pertimbangan. 

1) Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan 

kejelasan makna yang dikandungnya.  
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2) Kesesuaian dengan tujuan syariah (maqâshid syarîah), yaitu adanya 

kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi 

peluang inovasi.  

3) Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan 

transaksi dan akad-akad modern.  

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari 

akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-

akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan 

agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada 

batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi 

rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang 

diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian 

sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh 

dilewati.
11

 

B. Take Over (Pengalihan Hutang) 

1. Pengertian Take Over (Pengalihan Hutang) 

Take Over adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank 

syariah yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah 

yang telah berjalan ke transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Atas 

permintaan nasabah bank syariah melakukan pengalihan hutang nasabah 

                                                             
11Yunus, “Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah,” 

Universitas Islam Vol. 2, no. 1 (Maret 2019): 99. 



23 
 

 

dibank konvensional dengan cara memberikan jasa qardh disesuaikan dengan 

ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. 

Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional transaksi 

yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dan bank syariah. 

Take over adalah pembiayaan yang timbul akibat dari Take Over 

terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang berjalan yang 

dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
12

 Pembiayaan 

pengalihan utang ada beberapa akad digunakan dan masing-masing akad 

terdapat syarat yang telah ditentukan dalam Kodifikasi Produk Perbankan 

Syariah.  

 Pembiayaan Take Over dalam bank syariah mengklasifikasikan hutang 

nasabah kepada bank konvensional yaitu hutang pokok plus bunga dan 

hutang pokok saja. Bank Syariah dalam menangani hutang nasabah yang 

berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qardh 

karena alokasi penggunaan qardh tidak terbatas termasuk untuk menangani 

hutang yang berbasis bunga. Bank syariah memberikan qardh kepada 

nasabah sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya di bank konvensional 

dan aset tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Setelah itu, nasabah 

                                                             
12Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), 248. 
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melakukan akad murabahah dengan pihak bank syariah sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua belah pihak.
13

 

2. Skema Take Over (Pengalihan Hutang) 

       Skema berasal dari kata serapan bahasa inggris “schema” yang artinya 

susunan atau rancangan. Skema merupakan padanaan dari kata bagan, rangka 

tau kerangka. Skema take over menjelaskan tentangsuatu cara kerja suatu 

produk pengalihan hutang dari bank konvensional kepada bank syariah yaitu 

dari permohonan pengajuan takeover sampai dengan nasabah membayar 

angsuran hutangnya di bank syariah.  

Berikut adalah skema dan penjelasan dari pengalihan hutang (take over): 

 

 

 

                                             

 

 

Penjelasan Skema: 

1) Nasabah mengajukan permohonan ke Bank Syari‟ah untuk take over 

hutangnya di bank Konvensional 

                                                             
13Karim, 248. 

1 

2 

3 

4 
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Bank Konvensional Nasabah Bank Syariah 
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2) Bank Syariah memberikan dana qardh (dana talangan) sebesar hutang 

nasabah di Bank Konvensional dan nasabah menandatangani akad qardh 

3) Nasabah di damping pegawai bank syariah melunasi hutang di Bank 

Konvensional dengan dana qardh. 

4) Nasabah menyerahkan agunan berupa emas ke Bank Syariah untuk di 

simpan di Bank Syariah 

5) Nasabah membayar sewa/ujrah atas pemeliharaan dan penitipan barang 

agunan di Bank Syariah. 

3. Landasan Hukum Take Over (Pengalihan Hutang) 

Al Qur‟an surat Al-Maidah ayat 2 

ٍَ أيََُىُْ لََّ تحُِهُّىا شَعئَِسَاللهِ وَلََّ  َْ ٌَ وَلََّ َبَأََُّهَب انَّرِ انشَّهْسَ انحَسَاوَ وَلََّ انْهَدْ

ٍْ زَبِّهِىْ وَزِضْىَاَبَ,وَإذِاَ  ٌَ فضَْلًً يِ ُْتَ انحَسَاوَ َبَْتغَىُْ ٍَ انبَ ُْ انقهَئَدَِ وَلََّ أيَِّ

سْجِدِ  ًَ ٍِ اْن ٌْ صَدُّوْكُىْ عَ ٌُ قىَْوٍ أَ حَهَهْتىُْ فبَصْطَبدوُا وَلََّ ََجْسِيََُّكُىْ شَُئَبَ

 ٌْ تعَْتدَوُا وَتعَبَوََىُا عَهًَ انبسِِّ وَانتَّقْىَي وَلََّ تعَبَوَََىُا عَهًَ اْلإثىِْ  انحَسَاوِ أَ

َْدُ انْعِقبَةِ  ٌَّ اللهَ شَدِ ٌِ وَانتَّقىُاللهَ إِ  وَاْنعدُْوَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 

qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan 

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 



26 
 

 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
14

 

 

4. Implementasi Take Over (Pengalihan Hutang) 

Hybrid Contract dipraktikkan dalam suatu transaksi take over 

pembiayaan dari perbankan konvensional keperbankan syariah. Pengaturan 

mengenai pengalihan utang ini pun telah dibuatkan fatwa oleh Majelis Ulama 

Indonesia, adapun fatwa tersebut yaitu Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional 

Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang. 

Pertimbangan dibuatnya fatwa mengenai pengalihan utang adalah 

membantu masyarakat untuk mengalihkan utangnya dari non-syari‟ah yang 

telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syari‟ah. 

Lembaga Keuangan Syari‟ah perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam 

berbagai produk inovasinya melalui akad pengalihan utang oleh Lembaga 

Keuangan Syari‟ah. Agar praktik pengalihan utang dapat berjalan sesuai 

prinsip syari‟ah, Dewan Syari‟ah Nasional merasa perlu untuk menetapkan 

fatwa mengenai pengalihan utang. 

Pengalihan utang dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 

Tentang Pengalihan Utang adalah pemindahan utang nasabah dari 

bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. 

Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada 

Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin 

                                                             
14Penyusun, Al-Qur‟an Penerjemah dan Tajwid, 106. 
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mengalihkan utangnya ke LKS. Adapun terdapat empat alternatif yang dapat 

digunakan dalam pengalihan utang ini menurut Fatwa DSN MUI.  

Proses take over ini dalam bank syariah sebagai pihak yang akan 

melakukan take over terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank 

konvensional, bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi 

sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli 

agunan, perizinan, polis asuransi dan surat roya, sehingga aset menjadi milik 

nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank 

syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali kepada bank syariah. 

Selanjutanya bank syariah akan menjual lagi kepada nasabah dengan pilihan 

kombinasi akad yang tertera dalam fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang 

pengalihan hutang seperti qardh dan murabahah, syirkah al-milk dan 

murabahah, qardh dan ijarah, serta qardh dan ijarah muntahiya bittamlik 

(IMBT).
15

 

C. Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. 

Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang 

menjelaskan tentang alternatif-alternatif yang berisi mekanisme prosedural 

                                                             
15Distie Saraswati dan Samsul Hidayat, “Implementasi Hybrid Contract Pada Take Over 

Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum 

Islam,” Universitas Padjadjaran Vol 7, no. 1 (Juni 2017): 84. 
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pengalihan hutang pada lembaga keuangan syariah. Ada 4 alternatif yang 

terkandung dalam fatwa tersebut diantaranya adalah;
16

 

Alternatif I yaitu Lembaga Keuangan Syariah memberikan Qardh kepada 

nasabah untuk melunasi hutang/kreditnya di lembaga keungan konvensional 

sehingga kepemilikan aset bisa didapatkan oleh nasabah secara penuh. 

Selanjutnya nasabah akan menjual aset tersebut pada lembaga keuangan syariah 

sehingga hasil dari penjualan aset dapat digunakan untuk pembayaran Qardh 

yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh lembaga keuangan syariah dan tahap 

terakhir dalam alternatif ini lembaga keuangan syariah menjual kembali aset 

tersebut menggunakan akad Murabahah kepada nasabah yang bersangkutan 

dengan sistem pembayaran secara cicilan.
17

 

Alternatif II, lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah 

yang terdapat di lembaga keuangan konvensional dengan nilai yang sama dengan 

sisa hutang nasabah (melalui persetujuan dari lembaga keuangan konvensional 

terlebih dahulu). Dengan seizin lembaga keuangan konvensional terjadilah 

syirkah al-milk antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah terhadapt aset 

tersebut. Kemudian lembaga keuangan syariah akan menjual sebagian aset yang 

dimiliki dari hasil jual-beli aset dengan lembaga keuangan konvensional melalui 

proses Murabahah kepada nasabah dengan sistem pembayaran secara cicilan.
18

 

                                                             
16Ichwan Sam dkk., Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI) 

(Jakarta: Erlangga, 2014), 176. 
17Sam dkk., 180. 
18Sam dkk., 181. 



29 
 

 

Alternatif III, nasabah akan melakukan akad Ijarah dengan lembaga 

keuangan syariah untuk memperoleh hak penuh atas kepemilikan aset yang 

terdapat di lembaga keuangan konvensional. Apabila diperlukan, lembaga 

keuangan syariah dapat menalangi terlebih dahulu kewajiban nasabah melalui 

prinsip Al-Qardh. Adapun akad Ijarah persyaratannya harus dilakukan secara 

terpisah dari pemberian talangan tersebut, dan imbalan jasa Ijarah juga tidak 

boleh didasarkan oleh besarnya jumlah talangan yang diberikan lembaga 

keuangan syariah kepada nasabah. 

Alternatif IV, pada alternatif ini mekanisme prosedur yang dilakukan 

hampir serupa dengan alternatif pertama, adapun yang membedakannya adalah 

pada saat pemberian aset yang sudah dimiliki lembaga keuangan syariah kepada 

nasabah. Pemberian aset ini dilakukan dengan cara lembaga keuangan syariah 

menyewakan aset tersebut dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 

Selanjutnya bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah berlaku fatwa DSN 

nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 

27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
19

 

 

 

 

 

 

                                                             
19Sam dkk., 182. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Filed Research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung dilapangan 

atau tempat tertentu yang menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun 

lisan.1  

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit 

sosial, baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Maksud dari penelitian 

ini adalah untuk dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang pelaksanaan 

multi akad dalam pembiayaan Take Over gadai emas dengan cara mencari data 

dan informasi secara langsung di lapangan yaitu pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Metro. 

B. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat  

                                                             
1
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 

4 
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serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.2 Berdasarkan sifatnya, penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Implementasi Multi 

Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-

MUI/VI/2002 (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro) 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data 

merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. 

Sumber data utama dari penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data 

sekunder 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dilapangan yang 

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.3 Adapun sumber 

data primer dalam penelitian ini diperoleh dari karyawan dan nasabah di Bank 

Syariah Mandiri KC Metro. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara kepada Ibu Ery Suryanika selaku pawning office, Ibu Risnawati 

selaku pawning staff dan Bapak Hapidh selaku karyawan bagian Consumer 

yang pernah menjadi pawning staff pada Bank Mandiri Syariah KC Metro dan 

wawancara kepada 2 nasabah gadai yaitu Ibu Windi dan Ibu Nur Aisah. 

 

 

                                                             
2
M. Nazir. Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43 

3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 37 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi-

dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti seperti literatur, artikel, 

jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

Data sekunder pada penelitian ini melalui buku-buku, dokumen dan penelitian 

yang relevan.4  

Sebagai kelengkapan data sekunder, peneliti memperoleh data melalui 

dokumen-dokumen yang ada di bank dan mengakses website resmi Bank 

Syariah Mandiri untuk memperoleh kondisi secara komprehensif bank dan 

dokumen Fatwa DSN MUI tentang pengalihan hutang terkait mekanisme 

penerapan akad take over. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan 

sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

                                                             
4
Sugiyono., 137 
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jawaban atas pertanyaan itu.5 Karena tujuan wawancara adalah untuk 

mendapatkan informasi yang valid (sah, shahih).  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin/semi 

terstruktur, supaya dapat mengembangkan pertanyaan saat dibutuhkan 

dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu 

Ery Suryanika selaku pawning office, Ibu Risnawati selaku pawning staff dan 

Bapak Hapidh selaku karyawan bagian Consumer yang pernah menjadi 

pawning staff pada Bank Mandiri Syariah KC Metro dan wawancara kepada 2 

nasabah gadai yaitu Ibu Windi dan Ibu Nur Aisah. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi Multi Akad 

Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-

MUI/VI/2002 (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro). 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan 

serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan 

masalah penelitian.6 Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data dan 

sumber yang berkaitan dengan penelitian “Implementasi Multi Akad 

Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-

MUI/VI/2002 (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro).” 

                                                             
5
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 186 

6
Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2008), 152 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensinestasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu 

pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan 

ditelaah, maka langkah selanjutnya memilih dan mengambil data-data mana saja 

yang diperlukan. Data-data yang telah dipilih kemudian dikategorisasikan hingga 

tersusun secara sistematis.7 

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan 

dianalisis dengan pola pemikiran induktif yang berarti pola pikir yang berpijak 

pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan 

disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku 

secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah tentang implementasi multi 

akad pengalihan hutang (Take Over). Dalam hal ini penelitian dilakukan di Bank 

Syariah Mandiri KC Metro sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan 

permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. 

                                                             
7
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  248 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro 

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro 

Seiring dengan kesadaran masyarakat Kota Metro tentang perekonomian 

Syariah, masyarakat Metro mulai menginginkan menggunakan jasa 

perbankan Syariah. Ditengah kondisi masyarakat yang menginginkan bank 

Syariah, Bank Syariah Mandiri hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

di Kota Metro.  

Bank Syariah Mandiri berdiri di Metro pada tanggal 24 Oktober 2005 

yang mana saat itu berstatus Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang 

menginduk pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung. Kantor Bank 

Syariah Mandiri KCP Metro pada awal bediri beralamat di Jl. Mayjend 

Ryachudu No.8B Kota Metro. Pada tanggal 11 November 2011 Bank Syariah 

Mandiri KCP Metro naik status menjadi Kantor Cabang (KC) dan berpindah 

alamat di Jl. Jendral Sudirman No. 43 E-F Kota Metro.
1
 

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro 

a. Tagline “Terdepan, Modern, Menentramkan” 

1) Terdepan adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk selalu 

menjadi Bank Syariah yang terbaik dan terbesar. 

                                                             
1 Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020  
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2) Modern adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk terus 

berinovasi baik dari sisi produk, layanan teknologi dan sumber daya 

manusia yang professional sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan perbakan Syariah. 

3) Menentramkan adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk 

memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas 

perbankan sesuai dengan prinsip Syariah bagi seluruh stakeholder. 

b. Visi “Bank Syariah Terdepan dan Modern” (The Leading & Modern 

Sharia Bank) 

1) Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank Syariah yang selalu unggul di 

antara pelaku industry perbankan Syariah di Indonesia pada segmen 

consumer, micro, SME, commercial, dan corporate. 

2) Bank Syariah Modern: Menjadi bank Syariah dengan system 

layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.
2
 

c. Misi 

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel. 
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4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 

sehat. 

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro 

a. Pendanaan 

Produk penghimpunan dana terdiri dari Tabungan, Giro, dan Deposito. 

1) Tabungan  

a) Tabungan Mudharabah 

Tabungan Mudharabah merupakan tabungan harian yang 

menggunakan mata uang rupiah. Rekening ini berdasarkan sistem 

akad mudharabah muthlaqah.  

b) Tabungan Simple iB 

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di 

konter BSM atau melalui ATM. Tabungan Simple iB berdasarkan 

prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Aman dan 

terjamin.
3
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c) Tabungan Berencana 

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. 

d) Tabungan Wadiah 

Tabungan Wadiah adalah Tabungan dalam mata uang rupiah 

berdasarkan prinsip  Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di 

konter Mandiri Syariah. 

e) Tabungan Investasi Cendikia 

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan 

dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi 

dengan perlindungan asuransi. 

f) BSM Tabungan Dolar 

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan 

dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan 

Bank Syariah Mandiri.
4
 

g) Tabungan Pensiun 

Tabungan Pensiun adalah simpanan dalam mata uang 

rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-
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syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil 

kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan PT Taspen yang 

diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. 

h) TabunganKu 

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah 

dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di 

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

i) Tabungan Mabrur 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji & umrah. Tabungan Mabrur berdasarkan 

prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. 

j) Tabungan Mabrur Junior 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji & umrah. Tabungan Mabrur Junior 

berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah 

muthlaqah.
5
 

k) Tabungan Saham Syariah 

Tabungan saham Syariah adalah Rekening dana Nasabah 

berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan 

penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak 
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Nasabah), serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan 

Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. 

Berdasarkan prinsip Syariah dengan akad Mudharabah 

Mutlaqah. 

2) Giro 

a) Giro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah. Manfaat: Dana aman da tersedia setiap 

saat, kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G, 

fasilitas intercity Clearing untuk kecepatan pembayaran inkaso 

(kliring antar wilayah), fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM 

sekaligus debet (untuk perorangan), fasilitas pengiriman account 

statement setiap awal bulan, bonus bulanan yang diberikan sesuai 

dengan kebijakan BSM.
6
 

b) BSM Giro Valas 

Sarana penyimpanan dana valuta asing dalam matauang 

US Dollar untuk kekmudahan transaksi dengan pengelolaan 

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah . Manfaat dari Giro 

Valas : Dana aman dan tersedia setiap saat, penarikan dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan, 
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fasilitas pengiriman  account statement setiap bulan, bonus 

bulanan sesuai kebijakan BSM. 

c) BSM Giro Singappore Dollar 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore 

Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan 

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Manfaat : Dana aman 

dan tersedia setiap saat, penarikan dapat dilalkukan setiap saat 

dengan menggunakan slip penarikan, bonus bulanan sesuai 

kebijakan BSM. 

d) BSM Giro Euro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singaporer 

Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan 

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. BSM Giro euro dapat 

digunakan untuk perorangan atau non-perorangan.
7
 

3) Deposito 

a) BSM Deposito 

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah 

yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah. 

Manfaat : Dana aman dan terjamin. Pengelolaan dana secara 

Syariah, bagi hasil yang kompetitif, dapat dijadikan jaminan 

pembiayaan, fasilitas Automatic Roll Over (ARO). 
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b) BSM Deposito Valas 

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Dollar 

yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah 

Mutlaqah.Manfaat: Dana aman dan terjamin. Pengelolaan dana 

secara Syariah, bagi hasil yang kompetitif, dapat dijadikan 

jaminan pembiayaan, fasilitas Automatic Roll Over (ARO). 

b. Pembiayaan 

Produk Pembiayaan terdiri dari pembiayaan modal kerja, gadai 

emas dan cicil emas, pembiayaan haji dan umrah, BSM Implan, 

pembiayaan untuk pension dan pembiayaan kendaraan bermotor. 

1) Pembiayaan Modal Kerja 

a) Musyarakah 

Musyarakah merupakan pembiayaan khusus untuk modal 

kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha 

nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang 

disepakati. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel 

(bulanan atau sekaligus diakhir periode). Bagi hasil berdasarkan 

perhitungan revenue sharing. Pembiayaan dapat dalam berupa 

Rupiah dan US Dollar.
8
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b) Pembiayaan Dana Berputar 

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan 

modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya 

dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil 

nasabah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad 

musyarakah yang merupakan akad kerja sama usaha patungan 

dua pihak atau lebih pemilliki modal (syarik/shaibul maal) untuk 

membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif. 

Merupakan pembiayaan untuk nasabah komersial kecil, 

menengah, besar dan koorporasi. Nasabah harus membuat 

laporan pengunaan dana selama 1 (satu) bulan. 

c) Pembiayaan Mudharabah  

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana 

seluruh modal kerja yang dibututhkan nasabah ditanggung oleh 

bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah 

yang disepakati. Pembiayaan dapat berupa valuta Rupiah atau US 

Dollar. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel 

(bulanan atau sekaligus diakhir periode). Keuntungan dibagi 

sesuai kesepakatan. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue 

sharing.
9
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2) Emas 

a) Gadai Emas 

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas 

dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif 

memperoleh uang tunai dengan cepat. Jangka waktu: 4 (empat) 

bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah 

dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Gadai emas 

BSM menggunakan akad qardh, ijarah dan rahn. 

b) Cicil Emas 

Cici emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank 

Syariah Mandiri untuk membantu nasabah membiayai pembelian 

/ kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang 

mudah untuk mempunyai emas dan menguntungkan bagi 

investasi. Jenis emas yang dibiayai merupakan emas lantakan 

(batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Jaminn 

pembiayaan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan 

(emas). Jaminana tersebut tidak dapat ditukar agunan lain. 

Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan. Bukti 

fisik jaminan berupa emas disimpan dibank.
10

 

Manfaat yang diperoleh saat melakukan pembiayaan cicil 

emas yaitu emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu 
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memproteksi kekayaan untuk jangka panjang. Keunggulan dari 

cicil emas di Bank Syariah Mandiri salah satunya adalah 

keamanan karena emas tersebut telah diasuransikan. 

3) Pembiayaan Konsumtif 

a) Umrah  

Pembiayaan Mikro Umrah BSM adalah pembiayaan yang 

diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah 

nasabah 

b) BSM Implan 

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta 

rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap 

perusahaan yang pengajuanya dilakukan secara massal 

(kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan 

pembiayaan bagi para karyawan perusahaan tersebut tidak 

memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum 

berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan 

dengan jumlah karyawan terbatas. Akad pembiayan untuk 

pembelian barang digunakan akad wakalah wal mudharabah 

sedangkan untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad 

wakalah wal ijarah.
11
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c) Pembiayaan Kepada Pensiunan 

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran 

fasilitas pembiayaan consumer (termasuk untuk pembiyaan 

multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran 

dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang 

diterima oleh bank setiap bulan (pension bulanan). Akad yang 

digunakan adalah akad mudarabah atau ijarah. Jenis penggunaan 

anatara lain: biaya sekolah (akad ijarah), renovasi rumah (akad 

murabahah), pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad 

murabahah), pembelian kendaraan bermotor (akad murabahah), 

pembelian barang untuk usaha (akad murabahah).
12

 

d) Pembiayaan Griya BSM 

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan yang dibagi 

berdasarkan waktu jangka pendek, menengah, atau Panjang untuk 

membiayai pembelian rumah tiggal (consumer), baik baru 

maupun bekas, di lingkungan developer dengan system 

murabahah.  Akad yang digunakan adalah akad murabahah. 

Akad murabahah adalah akad jual beli  antara bank dan nasabah, 

dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya 

kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan margin yang disepakati. 
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e) Pembiayaan Kendaraan Bermotor 

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan 

pembiayaan untuk pembelian kendaraan bemotor dengan system 

murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB 

adalah dengan jeni kendaraan mobil dan kondisi kendaraan masih 

baru. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.akad 

murabahah adalah akad jual beli  antara bank dan nasabah, 

dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya 

kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan margin yang disepakati. Manfaat dari pembiayaan ini 

adalah nasabah dapat mewujudkan impian untuk memiliki 

kendaraan dengan system pembayaran melalui angsuran yang 

lebih ringan. 

c. Investasi 

1) Reksadana 

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghi,pun 

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam 

portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana Syariah 

yaitu reksadana Syariah pasar uang, reksadana syaariah pendapatan 

tetap dan reksa dana Syariah saham.
13
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2) Sukuk Negara Retail 

Sukuk Negara Retail adalah Surat Berharga Syariah Negara 

(Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga 

Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam 

negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hannya dapat 

dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, 

dengan jumlah minimum pembelian ditetapkam oleh Pemerintah 

berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap 

Penerbitan Sukuk Negara Ritel. Penjualan Bank Syariah Mandiri 

sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Ritel ditetapkan oleh 

Pemerintah. Produk Sukuk Negara Ritel yang ditawarkan oleh Bank 

Syariah Mandiri adalah sebagai berikut: Sukuk Negara Ritel Seri SR-

010, SBSN tanpa warkat (scriptless). Akad yang di gunakan pada 

produk investasi ini adalah ijarah.
14
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d. Struktur Organisasi Bank Syariah Kantor Cabang Metro 

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro sebagai berikut:
15
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B. Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) pada Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro 

Perbankan Syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih 

mengedepankan rasa tolong menolong, salah satunya yaitu dalam fasilitas take 

over yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Metro. Fasilitas take over yang 

diberikan Bank Syariah Mandiri KC Metro disini menggunakan akad qardh. 

Qardh pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak 

diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan akan tetapi 

menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh Bank Syariah.
16

 

Prosedur pembiayaan take over gadai emas pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Metro dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Permohonan Pembiayaan dan Pemenuhan Persyaratan Dokumen 

a. Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri KC Metro dengan tujuan 

mengajukan pembiayaan take over gadai emas dari Pegadaian 

Konvensional ke Bank Syariah Mandiri KC Metro dengan membawa 

Surat Bukti Gadai (SBG) dari pegadaian sebelumnya, mengisi form 

permohonan take over dan kelengkapan dokumen lainnya (KTP, 

Rekening di BSM dan NPWP) 

b. Proses verifikasi dokumen pembiayaan dengan memastikan identitas 

pembawa SBG telah sesuai dengan identitas yang tercantum pada SBG.  
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2. Analisis Pembiayaan dan Penaksiran 

Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank akan melakukan penaksiran 

emas melalui Surat Bukti Gadai (SBG) dengan ketentuan sbb:  

a. Petugas gadai memeriksa deskripsi agunan pada SBG yang dibawa oleh 

nasabah serta memastikan tanggal jatuh tempo dan besar biaya yang 

harus di bayar apabila akan dilunasi pada hari yang telah di tentukan.
17  2

 

b. Petugas gadai menghitung besar taksiran dan pembiayaan yang dapat 

diberikan kepada nasabah berdasarkan data agunan dalam SBG. 

c. Apabila nasabah setuju dengan perhitungan sementara pembiayaan yang 

diberikan oleh BSM, maka petugas pembiayaan melakukan pengecekan 

kualitas pembiayaan nasabah melalui menu cek fasilitas nasabah di 

sistem dan meminta nasabah mempelajari dan menandatangani surat 

pernyataan take over di atas meterai.  

3. Pemutusan Pembiayaan dan pencairan pembiayaan 

Setelah nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan dan menyetujui 

perhitungan sementara dengan menandatangani surat pernyataan take over, 

kemudian petugas gadai membuat memo dana talangan gadai ke Branch 

Operation dan Branch Operation melakukan otorisasi pencairan pembiayaan. 
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Setelah itu teller mencairkan dana talangan gadai secara tunai sesuai transaksi 

yang telah di otorisasi Branch Operation.
18  3

 

4. Pelunasan Pembiayaan di Penggadaian Sebelumnya 

Pelunasan yang dilakukan Bank atas pembiayaan gadai emas nasabah di 

pegadaian sebelumnya, bahwa nasabah akan didampingi oleh petugas gadai 

untuk melakukan pelunasan.
19

  
4
 

5. Penaksiran setelah emas dikuasai Bank 

Setelah pelunasan gadai emas di pegadaian sebelumnya selesai dan emas 

sudah dikuasai pihak bank mandiri syariah, kemudian petugas bank 

memeriksa kesesuaian emas, jumlah dan gram dengan data yang terdapat di 

SBG dan melakukan taksiran ulang pada emas dan jumlah pembiayaan yang 

diperoleh. Apabila hasil taksiran emas lebih rendah dibandingkan taksiran 

sementara diawal pengajuan, maka nasabah harus menyetorkan dana sebesar 

selisih kekurangan atau nasabah menambah agunan lain senilai selisih 

kekurangan.
20

  
5
  

6. Setelah penaksiran emas dan mengetahui hasil taksiran yang sesuai dengan 

fisik emas, kemudian pegawai bank menyimpan emas ke ruang penyimpanan. 
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Prakteknya dalam pemberian pembiayaan take over gadai emas di Bank 

Syariah Mandiri KC Metro mengacu pada Manual Produk Pembiaayaan Gadai 

Emas. Kemudian dalam implementasi multi akad pada pembiayaan take over 

gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro yaitu fasilitas take over yang 

diberikan Bank Syariah Mandiri KC Metro disini menggunakan akad qardh. 

Setelah syarat-syarat pembiayaan nasabah disetujui oleh bank maka terjadilah 

akad qardh dimana bank menyetujui memberikan pembiayaan untuk pengalihan 

hutang kepada Bank Syariah Mandiri KC Metro. Bank Syariah Mandiri KC 

Metro tidak mengambil keuntungan dari akad qardh, akan tetapi ada biaya 

administrasi yang timbul.  

Aspek terpenting dari keberlangsungan akad tersebut adalah adanya 

kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri kedalam 

akad qardh dan kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad 

lain yaitu akad ijarah. Akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa 

penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan Nasabah.  

Implementasinya di Bank Syariah Mandiri KC Metro ketika nasabah 

menggadaikan emas maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Gadai 

(SBG) yang didalamnya terdapat beberapa akad yaitu akad qardh, akad rahn dan 

akad ijarah, yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yakni nasabah (rahin) 

dan pihak Bank Syariah (murtahin). Dalam hal penandatanganan ini masih belum 

terpisah. 
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Hasil wawancara kepada Ibu Windi seorang ibu rumah tangga nasabah 

pembiayaan take over gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro, 

pembiayaan yang didapatkan oleh Ibu Windi digunakan untuk kebutuhan hidup 

sehari-hari. Saat ditanya terkait biaya ujrah pembiayaan gadai emas dan proses 

perjanjian. Beliau menjawab tidak memahami tentang perhitungan ujrah yang 

dilaksanakan, yang beliau fahami hanya pelaksanaan pembiayaan rahn emas sebatas 

pelaksanaan pinjaman dengan tarif ujrah yang lebih ringan dari pegadaian konvensional 

yang lainnya. Kemudian untuk proses perjanjian, saat pengajuan take over beliau 

menandatangani surat pernyataan take over dan setelah emas di terima bank 

beliau menandatangani surat bukti gadai emas.
21

  
6
 

Menurut Ibu Nur Aisah seorang Wiraswasta salah satu nasabah 

pembiayaan take over gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro. Beliau 

mengatakan bahwa pengambilan ujrah pembiayaan gadai diambil berdasarkan 

talangan yang diberikan Bank untuk melunasi hutangnya dipegadaian 

sebelumnya. Terkait dengan perjanjian beliau mengatakan bahwa menyetujui 

surat pernyataan take over dan menandatangani surat bukti gadai emas setelah 

emas diserahkan ke bank.
22

  
7
 

Simulasi perhitungan gadai emas di bank mandiri syariah. Pada tanggal 1 

januari 2020, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa logam mulia 

dengan kadar 24 karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima 

                                                             
   

21
Hasil wawancara dengan Ibu Windi nasabah gadai emas, pada tanggal 23 Juni 2020. 

   
22

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aisah nasabah gadai emas, pada tanggal 24 Juni 2020 
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oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh 

nasabah pada saat jatuh tempo? 

1 mei 2020 = 4 bulan (8 periode) 

(HDE: Rp.750.000-,) 

Diketahui 

Waktu/periode gadai: 

1 januari 2020 – 1 mei 2020 = 4 bulan (8 periode) 

Taksiran = (karatase/24) x berat emas x HDE 

          = (24/24) x 20 x Rp.750.000,- 

          = Rp.15.000.000,- 

Pembiayaan yang diterima oleh nasabah = Taksiran x FTV 

            = Rp.15.000.000,- x 95% 

            = Rp. 14.250.000,- 

Biaya pemeliharaan (1 bln) = Total Pembiayaan x 1,4% 

        = 14.250.000,- x 1,4% 

        = 199,500,-/bulan 

Biaya pemeliharaan (4bln)  = 199,500,- x 4  

    = 798.000,-/4 bulan 

Biaya pemeliharaan (1 periode/15hari) = Rp.99.750,-/15 hari (1 periode) 

Di bank mandiri syariah tidak ada bunga, melainkan biaya penitipan 

sebesar 1,4%/ bulan dari pembiayaan yang diterima oleh nasabah, biasanya kita 
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bayar per 4 bulan pada saat jatuh tempo. Bank menggunakan akad ijarah sebagai 

biaya pemeliharaan emas pada akad gadai (rahn) tersebut.
23

  
8
 

Fatwa DSN MUI No 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang, 

menjelaskan bahwa besar imbalan jasa ijarah tidak  boleh didasarkan pada 

jumlah talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Kemudian 

didalam fatwa DSN MUI No.25 tahun 2002 tentang Rahn, juga menjelaskan 

besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang) tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi pada prakteknya di Bank 

Syariah Mandiri KC Metro biaya pemeliharaan dihitung dari besarnya 

pembiayaan yang diterima nasabah. 

C. Analisis Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) 

Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Metro 

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara kepada Pawning 

office Bank Syariah Mandiri KC Metro yaitu ibu Ery Suryanika, beliau 

mengatakan bahwa di Bank Syariah Mandiri KC Metro telah menerapkan 

pembiayaan take over gadai emas bagi nasabah. Salah satu pendorong masyarakat 

melakukan take over (pengalihan hutang) yaitu mengalihkan dana atau transaksi 

                                                             
23

Wawancara dengan Ibu Ery Suryanika pada bagian Pawning Officer Bank Syariah Mandiri 

KC Metro, pada tanggal  5 Maret 2020 
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non syariah ke transaksi syariah dan membantu nasabah untuk terhindar dari riba 

dan suku bunga.
24

  
9
  

Adanya fasilitas pembiayaan take over ini nasabah dapat mengalihkan 

transaksi yang mengandung unsur riba menuju transaksi yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Menurut Ibu Ery Suryanika selaku pawning office, 

nasabah merasa terbantu dengan pengalihan hutang ini diantaranya selain cicilan 

angsuran lebih ringan, margin yang lebih kecil, nasabah dapat memenuhi 

kebutuhan mendesaknya dengan lebih cepat.
25

  
10

 

Ketika ditanya terkait apakah dalam pembiayaan take over terjadi multi 

akad beliau menjelaskan bahwa penerapan multi akad yang digunakan adalah 

disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl terkait dengan Pengalihan 

Hutang. Multi akad merupakan suatu kebutuhan untuk mengimbangi dan menjadi 

alternatif bagi transaksi keuangan modern. Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro 

penerapan multi akad disesuaikan dengan pembiayaan yang akan dilakukan oleh 

nasabah.  

Akad-akad yang diperbolehkan dalam fatwa tentang pengalihan hutang 

ada 4 alternatif yaitu akad Qardh dan Murabahah, Syirkah al Milk dan 

Murabahah, Qardh dan Ijarah, Qardh dan Ijarah Mutahiya Bittamlik (IMBT). 

                                                             
     24

Wawancara dengan Ibu Ery Suryanika pada bagian Pawning Officer Bank Syariah Mandiri 

KC Metro, pada tanggal  5 Maret 2020 
     25

Wawancara dengan Ibu Ery Suryanika pada bagian Pawning Officer Bank Syariah Mandiri 

KC Metro, pada tanggal  5 Maret 2020 
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Adapun akad yang digunakan dalam take over gadai emas di Bank Syariah 

Mandiri KC Metro yaitu akad Qard, Rahn, dan Ijarah.  

Pembiayaan take over gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Metro 

menggunakan akad qardh. Sedangkan akad pembiayaan gadai yaitu akad qardh, 

rahn dan ijarah. Penerapan multi akad yang ada di Bank Syariah Mandiri KC 

Metro dalam hal penerapan akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Alternatif 

III yaitu dengan penggunaan akad qardh dan akad ijarah. Tetapi di dalam 

pelaksanaan akad-akad tersebut Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam hal 

penandatanganan akad masih belum terpisah. Sedangkan didalam Fatwa DSN 

MUI tentang Pengalihan Hutang alternatif III poin ke 3 dijelaskan bahwa akad 

ijarah harus terpisah dari pemberian talangan (al-Qardh). 

Implementasinya di Bank Syariah Mandiri KC Metro ketika nasabah 

menggadaikan emas maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Gadai 

(SBG) yang didalamnya terdapat beberapa akad yaitu akad qardh, akad rahn dan 

akad ijarah, yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yakni nasabah (rahin) 

dan pihak Bank Syariah (murtahin). Dalam hal penandatanganan ini masih belum 

terpisah. 

Prinsip multi akad adalah boleh dan hukum dari multi akad dianalogikan 

dengan hukum yang membangunnya. Artinya setiap muamalah yang 

menggunakan beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang 

membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberikan peluang pada 

pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan itu berlaku 
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umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan 

multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian itu tidak bisa 

diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad. 

Pelaksanaan multi akad tidak semata-mata dilihat dari hukum akad-akad 

yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh 

ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun 

dalam satu transaksi. Seperti yang sudah dijelakan dalam hadist nabi bahwa Nabi 

Shallallahu „alaihi wa salam melarang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. 

Dari hadist tersebut adanya larangan penggabungan lebih dari satu akad ke dalam 

satu transaksi. 

Dalam prakteknya Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro 

menggunakan prinsip Rahn dimana Bank bertindak sebagai murtahin (pihak 

penerima gadai) sedangkan nasabah sebagai rahin (pihak pemberi gadai). 

Sebelum bank memberikan pinjaman, nasabah diwajibkan membayar biaya 

administrasi yang ditetapkan oleh pihak bank. Penentuan besarnya ujrah di Bank 

Syariah Mandiri KC Metro ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembayaan 

yang diterima nasabah. 

Fatwa DSN MUI No 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang, 

menjelaskan bahwa besar imbalan jasa ijarah tidak  boleh didasarkan pada jumlah 

talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Kemudian didalam fatwa 

DSN MUI No.25 tahun 2002 tentang Rahn, juga menjelaskan besar biaya 
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pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang) tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman.  

Teori hukum Islam menjelaskan bahwa bank syariah tidak menekankan 

pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, bank 

syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan 

Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang 

digadaikan. Biaya sewa dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. 

Berdasarkan penelitian pelaksanaan akad rahn yang telah dilaksanakan 

pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro, bahwa 

dalam perhitungan ujrah lebih condong ditentukan berdasarkan jumlah 

pembiayaan, hal tersebut terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh prinsip syariah. Sebab sesuai dengan 

ketentuan bank syariah dalam menentukan tarif ujrah berdasarkan nilai taksiran. 

Ketika melihat kenyataan dilapangan, bahwa dalam perhitungan ujrah di 

Bank Syariah Mandiri KC Metro memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan. 

Sebab, kebanyakan dari nasabah yang notabenya adalah masyarakat awam juga 

tidak memahami tentang perhitungan ujrah yang dilaksanakan. Bahkan, yang 

mereka fahami adalah pelaksanaan pembiayaan rahn emas sebatas pelaksanaan 

pinjaman dengan tarif ujrah yang lebih ringan dari pegadaian konvensional yang 

lainnya. Sehingga dari kenyataan demikian, kebanyakan dari nasabah juga tidak 

mengetahui terkait dengan perhitungan ujrah yang sama halnya di tetapkan dalam 

pegadaian konvensional dengan berdasarkan prosentase. 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasinya 

di Bank Syariah Mandiri KC Metro ketika nasabah menggadaikan emas maka 

nasabah harus menandatangani Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang 

didalamnya terdapat beberapa akad yaitu akad qardh, akad rahn dan akad ijarah, 

yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yakni nasabah (rahin) dan pihak 

Bank Syariah (murtahin). Dalam hal penandatanganan ini masih belum terpisah. 

Sedangkan didalam Fatwa DSN MUI No. 31 tahun 2002 tentang Pengalihan 

Hutang alternatif III poin ke 3 dijelaskan bahwa akad ijarah harus terpisah dari 

pemberian talangan (al-Qardh).  

Dalam prakteknya Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro, 

sebelum bank memberikan pinjaman, nasabah diwajibkan membayar biaya 

administrasi yang ditetapkan oleh pihak bank. Penentuan besarnya ujrah di Bank 

Syariah Mandiri KC Metro ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembayaan 

yang diterima nasabah. Menurut Fatwa DSN MUI No 31 tahun 2002 tentang 

Pengalihan Hutang, menjelaskan bahwa besar imbalan jasa ijarah tidak  boleh 

didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. 

Kemudian didalam fatwa DSN MUI No.25 tahun 2002 tentang Rahn, juga 

menjelaskan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang) tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
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Maka dapat disimpulkan, bahwa implementasi multi akad dalam pembiayaan 

take over gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KC Metro belum sesuai dengan 

prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI N0. 31/DSN-

MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Karena dalam hal penandatangan akad-

akadnya yang belum terpisah dan dalam penentuan biaya ujrah masih berdasarkan 

jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran. 

B. Saran  

1. Bank Syariah mandiri KC Metro diharapkan mampu memberikan sosialisasi 

secara luas terkait produk take over gadai emas sehingga masyarakat tahu dan 

paham bagaimana mekanisme take over gadai emas.  

2. Bank Syariah Mandiri KC Metro juga diharapkan dapat menjalankan semua 

jenis aktivitas dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa 

menyimpang. Khususnya pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan take 

over gadai emas harus sesuai Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 

tentang Pengalihan Hutang.  
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